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ABSTRACK 

 
Theoretically, financial report has many benefits. However, the phenomenon 

happened to indicate that the Regional government managing the financial statement is 

only to comply the terms of legislation. Regional Government has only focuses on getting 

BPK RI opinion, so that they does not get any advantage from the financial statements. 

This studyaims to identify andanalyze the level ofunderstanding offinancial managers 

in MBD Regional District Governmentrelated tothe forminganduse offinancial statements. 

Data collection techniquesusedisliterature study, documentationand field research.Field 

researchusedby interviewandobservation.The data obtainedfromthe literature 

researchandfield researchanalyzed usingqualitativedescriptivemethod. According 

toMilesandHuberman(1984) inSugiyono(2014: 334) the data analysis process hasdone in 

threestages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. 

The research conducted usingqualitative researchmethodology in designcase studyat 

MBD Regional District Government. Data analyzedusingthematic analysis. The result 

showedthat thelevel of understandingoffinancial managementrelated tothe 

preparationandusingfinancial statementsis still low. This can beseen in theanswers of the 

resourcewhodo not understand aboutthe preparationandusing offinancial 

statementsinSKPD. The financial statementshave not beenused effectivelyin thefinancial 

managementprocess. This caused thelevel of understanding ofthe 

managementapparatusisstill lowregarding the advantage ofusing thefinancial statements. 

The analysis alsoshowedthat theencouragement in preparation ofLKPDbasedon the 

mechanism ofcoerciveisomorphismwhileforming the SKPD financial statementsdrivenby 

acoerciveisomorphism mechanismandnormativeisomorphism. 

Encouragementormotivation in use of SKPD financial statements basedon 

thecoerciveisomorphismmechanism. 

Keywords : Forming Financial Statement of Regional Government, Forming SKPD 

Financial Statement, Using of Financial Statement , Financial Managing , 

Institutionaltheoryisomorphism 
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1. Pendahuluan 

Otonomi dan desentralisasi 

yang luas kepada Pemerintah Daerah 

membawa konsekuensi logis berupa 

pelimpahan wewenang dan tanggung 

jawab dalam menggunakan dana 

baik yang berasal dari pemerintah 

pusat maupun dana yang dihasilkan 

oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

Tanggung jawab yang muncul 

sebagai implikasi dari otonomi 

daerah menuntut pengelolaan 

keuangan daerah yang baik. 

Tanggung jawab pengelolaan 

keuangan daerah menuntut 

Pemerintah Daerah untuk menyusun 

dan menyampaikan laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang 

disajikan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Pemerintah 

Daerah terhadap dana yang dikelola 

olehnya. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses 

akuntansi. Oleh karena itu,  

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk 

menggunakan akuntansi dalam 

proses pengelolaan keuangan. 

Akuntansi digunakan sebagai alat 

pengelolaan keuangan. 

Sebagai daerah baru, 

Pemerintah Daerah Kabupaten MBD 

masih sangat tertinggal dalam hal 

pengelolaan keuangan 

daerah.Keterbatasan sumber daya 

manusia menjadi faktor utama dalam 

pengelolaan keuangan 

tersebut.Untuk dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang baik, 

dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi 

terampil pada Pemerintah 

Daerah.Regulasi pemerintah yang 

berubah terlalu cepat juga membuat 

kualitas pelaporan keuangan daerah 

menjadi kurang menggembirakan. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Dasar Hukum Penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) 

Akuntabilitas dan transparansi 

merupakan syarat utama terciptanya 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik dan bersih (Bastian 

[2010:401]).Konsep dasar 

akuntabilitas didasarkan pada 

klasifikasi responsibilitas manajerial 

pada tiap tingkatan dalam organisasi 

yang bertujuan untuk pelaksanaan 

kegiatan pada tiap bagian (Halim 

[2012:47]).Laporan keuangan 

pemerintah berperan sebagai wujud 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara. Laporan keuangan disusun 

oleh setiap  tingkatan entitas 

akuntansi (SKPD) dan kemudian 

dikonsolidasikan ke dalam suatu 

laporan keuangan entitas pelaporan. 

Regulasi yang mendasari 

penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah 

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 
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5. Peraturan Pemerintah No. 58 

Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pengelolaan 

6. Peraturan Pemerintah No. 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Penilaian Kinerja 

7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

8. Permendagri No. 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1.  Laporan Keuangan 

2.2.1.1. Definisi Laporan 

Keuangan 

Laporan keuangan merupakan 

alat pengendalian dan evaluasi 

kinerja manajerial dan organisasi 

sedangkan dari sisi eksternal, laporan 

keuangan merupakan salah satu 

bentuk mekanisme 

pertanggungjawaban dan sebagai 

dasar untuk pengambilan keputusan 

(Mardiasmo [2002:160]).Laporan 

keuangan sektor publik lebih 

berfokus pada faktor finansial dan 

politik.Laporan keuangan tersebut 

harus diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum 

diberikan kepada parlemen dan 

masyarakat luas.Laporan keuangan 

organisasi sektor publik merupakan 

representasi posisi keuangan dari 

transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas sektor publik 

(Bastian [2010:297]).Laporan 

tersebut tidak berfokus pada 

organisasi secara keseluruhan, tetapi 

lebih berfokus kepada unit kerja 

pemerintah sebagai bagian dari 

organisasi. 

Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 

1, paragraf 9,  (PP No. 71/2010) 

dinyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur 

mengenai posisi  keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelaporan. 

Pemerintah diwajibkan untuk 

membuat laporan keuangan dan 

laporan tersebut perlu diaudit untuk 

menjamin telah dilakukan true and 

fair presentation. 

 

2.2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan 

PSAP No. 1,  paragraf 9 (PP No. 

71/2010) secara umum tujuan utama 

laporan keuangan adalah menyajikan 

informasi  mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus 

kas, dan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam membuat 

dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. 

Sementara secara spesifik, tujuan 

laporan keuangan pemerintah adalah 

untuk menyajikan informasi yang 

berguna untuk pengambilan 

keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas 

sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan : 

a) Menyediakan informasi 

mengenai posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah; 

b) Menyediakan informasi 

mengenai perubahan posisi 

sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana 

pemerintah; 

c) Menyediakan informasi 

mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya 

ekonomi; 

d) Menyediakan informasi 

mengenai ketaatan realisasi 

terhadap anggarannya; 
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e) Menyediakan informasi 

mengenai cara entitas 

pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi 

kebutuhan kasnya; 

f) Menyediakan informasi 

mengenai potensi pemerintah 

untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan; 

g) Menyediakan informasi yang 

berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan  entitas pelaporan 

dalam mendanai aktivitasnya. 

Menurut Mardiasmo (2002:162) 

tujuan umum penyajian laporan 

keuangan pemerintah adalah:  

(1) Memberikan informasi yang 

berguna dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial, dan 

politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban 

(accountability) dan pengelolaan 

(stewardship). 

(2) Memberikan informasi yang 

digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial dan organisasi. 

Tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan 

ekonomi.Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan.Laporan keuangan 

untuk tujuan umum adalah laporan 

keuangan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pengguna laporan 

termasuk lembaga legislatif 

sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Halim (2007), secara 

garis besar tujuan umum penyajian 

laporan keuangan oleh pemerintah 

daerah adalah: 

a) Memberikan informasi yang 

digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial dan 

politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban 

(accountability) dan pengelolaan 

(stewardship); 

b) Memberikan informasi yang 

digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial dan 

organisasional. 

Sementara secara khusus tujuan 

penyajian laporan keuangan oleh 

pemerintah daerah adalah: 

a) Memberikan informasi keuangan 

untuk menentukan dan 

memprediksi aliran kas, saldo 

neraca dan kebutuhan sumber 

daya finansial jangka pendek unit 

pemerintah; 

b) Memberikan informasi keuangan 

untuk menetukan dan 

memprediksikan kondisi 

ekonomi suatu unit pemerintahan 

dan perubahan-perubahan yang 

terjadi didalamnya; 

c) Memberikan informasi keuangan 

untuk memonitor kinerja, 

kesesuaiannya dengan peraturan 

perundang-undangan, kontrak 

yang telah disepakati dan 

ketentuan lain yang diisyaratkan; 

d) Memberikan informasi untuk 

perencanaan dan penganggaran, 

serta untuk memprediksi 

pengaruh kepemilikan dan 

pembelanjaan sumber daya 

ekonomi terhadap pencapaian 

tujuan operasional; 

e) Memberikan informasi untuk 

mengevaluasi kinerja manajerial 

dan organisasional antara lain; 
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1. Untuk menentukan biaya 

program, fungsi dan aktivitas 

sehingga memudahkan 

analisis dan melakukan 

perbandingan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, 

membandingkan dengan 

kinerja periode-periode 

sebelumnya dan kinerja unit 

pemerintaha lain; 

2. Untuk mengevaluasi tingkat 

ekonomi dan efisiensi 

operasi, program aktivitas 

dan fungsi tertentu di unit 

pemerintah; 

3. Untuk mengevaluasi hasil 

suatu program, aktivitas, dan 

fungsi serta efektivitas 

terhadap pencapaian tujuan 

target; 

4. Untuk mengevaluasi tingkat 

pemerataan (equity) 

 

2.2.1.3. Peranan Laporan 

Keuangan  

Pada kerangka konseptual 

akuntansi pemerintahan paragraf 24 

sampai  25 PSAP menyatakan 

bahwa:  

Laporan keuangan disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan  

mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelaporan. Setiap 

entitas pelaporan mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu 

periode pelaporan untuk 

kepentingan: 

a. Akuntabilitas,  

Mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada unit 

organisasi pemerintah dalam 

rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan secara periodik. 

b. Manajemen, 

Membantu para pengguna untuk 

mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan suatu entitas pelaporan 

dalam periode pelaporan 

sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian atas seluruh aset, 

kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat. 

c. Transparansi, 

Memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat  berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

d. Keseimbangan antar generasi 

(intergrational equity). 

Membantu para pengguna dalam 

mengetahui kecukupan 

penerimaan pemerintah pada 

periode pelaporan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran 

yang dialokasikan dan apakah 

generasi yang akan datang 

diasumsikan akan ikut 

menanggung beban pengeluaran 

tersebut. 

e. Evaluasi Kinerja 

Mengevaluasi kinerja entitas 

pelaporan, terutama dalam 

penggunaan sumber daya 

ekonomi yang dikelola 

pemerintah untuk mencapai 

kinerja yang direncanakan. 

Laporan keuangan yang 

dihasilkan dari suatu proses 

akuntansi berfungsi sebagai salah 
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satu media informasi yang dipakai 

dalam pengambilan keputusan untuk 

(a) membandingkan kinerja 

keuangan aktual dengan yang 

dianggarkan, (b) menilai kondisi 

keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) 

membantu menentukan tingkat 

kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait 

dengan masalah keuangan dan 

ketentuan lainnya, serta (d) 

membantu dalam mengevaluasi 

tingkat efisiensi dan efektivitas 

(Mahmudi [2010:3]). 

 

2.2.1.4. Jenis Laporan Keuangan 

Menurut PP 71 Tahun 2010 

dalam kerangka konseptual akuntansi 

pemerintahan paragraf 60,  jenis 

laporan terdiri dari: 

1. Laporan pelaksanaan anggaran 

(budgetary reports) 

Laporan pelaksanaan anggaran 

terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) 

b. Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (Laporan 

Perubahan SAL) 

2. Laporan Finansial 

a. Neraca 

b. Laporan Operasional (LO) 

c. Laporan Arus  Kas (LAK) 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE) 

3. Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) 

 

2.2.1.5. Pemakai Laporan 

Keuangan 

Menurut Halim (2007:97) 

terdapat beberapa kelompok utama 

pengguna laporan keuangan 

pemerintah, antara lain: 

1. Masyarakat. 

2. Para wakil rakyat, lembaga 

pengawas, dan lembaga 

pemeriksa. 

3. Para donator, kreditor dan 

investor. 

4. Pemerintah 

5. Para pembayar pajak 

 

2.2.2. Teori Institutional 

Isomorphism 

Institutional isomorphism 

memiliki 3 mekanisme yaitu: 

1. Isomorphism coercive 

Isomorphism coerciveadalah  

proses perubahan berasal dari 

paksaan atau tekanan dari pihak 

tertentu.  

2. Isomorphism  mimetic 

Isomorphism mimetic adalah 

proses perubahan yang terjadi 

karena “peniruan”.  

3. Isomorphism normative  

Isomorphism normative adalah 

proses perubahan yang muncul  

dariprofesi (profesionalisasi).  

Perubahan ini terjadi karena 

organisasi merasa perlu atau  

patut untuk melakukan hal 

terbaik sebagai bentuk sikap 

profesionalitas.  

 

2.2.3. Penelitian Terdahulu 

Peneliti yang melakukan 

penelitian terkait penyusunan dan 

penggunaan laporan keuangan masih 

relatif sedikit. Beberapa penelitian 

telah dilakukan terkait penggunaan 

laporan keuangan antara lain: 

1. Francissca (2014) meneliti 

Pengaruh Pengetahuan Akuntansi 

dan Kualitas Informasi Akuntansi 

Terhadap Pemanfaatan Laporan 

Keuangan. Jenis penelitian 

Fransisca digolongkan sebagai 

penelitian yang bersifat kausatif. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah SKPD kota Padang. 
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Penelitian Fransisca memiliki 

kemiripan dengan penelitian ini 

pada aspek pemanfaatan laporan 

keuangan. 

2. Fontanella (2010) meneliti 

tentang Analisis Pengaruh Latar 

Belakang Pendidikan dan 

Pengetahuan Akuntansi 

Pengguna Terhadap Pemanfaatan 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Jenis penelitian ini 

menggunakan mixed method 

karena menggabungkan tahap 

kuantitatif dan kualitatif. Tahap 

kuantitatif dilakukan dengan 

menguji pengaruh variabel 

independen latar belakang 

pendidikan dan pengetahuan 

akuntansi terhadap pemanfaatan 

LKPD sebagai variabel 

dependen. Tahap kualitatif 

dilakukan dengan wawancara 

kepada kepala SKPD. Penelitan 

Fontanella memiliki kemiripan 

dengan penelitian ini dari aspek 

pemanfaatan laporan keuangan 

serta penggunaan wawancara 

sebagai metode pengambilan 

data. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan 

metodologi penelitian kualitatif 

dengan desain studi kasus pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

MBD.  Studi kasus merupakan suatu 

cara penelitian terhadap masalah 

empiris dengan mengikuti rangkaian 

prosedur yang telah dispesifikasikan 

sebelumnya (Yin [2013:21]). 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

MBDdengan berfokus pada proses 

penyusunan dan penggunaan laporan 

keuangan tahun 2014. 

 

3.2 Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini 

adalah kepala SKPD yang mengelola 

dana besar pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten MBD. Informan 

berjumlah 11  orang yang semuanya 

merupakan pria dengan tingkat 

pendidikan 4 orang informan 

berijazah S-2 dan 7 orang informan 

berijazah S-1 dengan masa kerja 

rata-rata di atas 12 tahun. Hal ini 

menunjukan bahwa  para informan 

memiliki pengalaman dan 

pemahaman yang cukup terhadap 

penyusunan dan penggunaan laporan 

keuangan pada SKPD. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data 

mengenai penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah 3 pendekatan yakni: studi 

kepustakaan, dokumentasi, dan 

penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan dilakukan dengan observasi 

dan wawancara. 

 

3.4 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari 

penelitian pustaka dan penelitian 

lapangan dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif 

kualitatif.Langkah-langkah dalam 

melakukan analisis data kualitatif 

dijelaskan secara baik dalam 

Creswell (2012), seperti mengelola 

dan mempersiapkan data untuk 

dianalisis lebih lanjut.Menurut Miles 

dan Huberman (1984) dalam 

Sugiyono (2014:334) 

mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam data kualitatif dilakukan 

dengan data reduction, data display, 

dan conclusion 
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drawing/verification.Reduksi data 

pada penelitian ini menggunakan 

analisis tematik.Analisis tematik 

digunakan untuk memahami 

fenomena atau gejala sosial dengan 

lebih menitikberatkan pada 

gambaran tentang fenomena yang 

dikaji 

 

4. Pemaparan Temuan  

Kualitas LKPD sangat ditentukan 

dari validitas Laporan Keuangan 

SKPD sebagai bahan utama dalam 

penyusunannya.Untuk menjamin 

validitas tersebut, maka perlu 

diadakan rekonsiliasi terutama pada 

akun yang memiliki nominal 

signifikan dengan akun lainnya 

seperti akun belanja, pendapatan dan 

aset tetap. 

Berdasarkan penelitian lapangan 

yang dilakukan diperoleh temuan-

temuan antara lain: 

1. Pengelola keuangan Kabupaten 

MBD tidak memahami konsep 

sehingga proses penyusunan 

laporan keuangan masih 

mengandalkan SIMDA dan 

diasistensi oleh BPKP 

perwakilan provinsi Maluku. 

2. Proses penyusunan laporan 

keuangan hanya dilakukan oleh 

orang-orang tertentu baik pada 

tingkat SKPD maupun pada 

tingkat Pemerintah Daerah. 

3. Penyampaian laporan keuangan 

sering terlambat sehingga 

Kabupaten MBD sering 

mendapat teguran dari 

Pemerintah Pusat. 

4. Laporan keuangan tidak 

digunakan dalam proses 

pengelolaan keuangan. Laporan 

keuangan hanya berfungsi 

sebagai alat pertanggungjawaban. 

Laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh BPK disampaikan 

kepada DPRD dan diarsip. 

5. LHP BPK RI terhadap LKPD 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

MBD tahun 2009 sampai 2013 

masih mendapat opini 

disclaimer. Beberapa temuan 

yang ada pada LHP 2009 masih 

ditemukan pada LHP 2013. 

6. Sebagai daerah baru, Pemerintah 

Daerah Kabupaten MBD masih 

memiliki hambatan dalam 

menyusun dan menggunakan 

laporan keuangan, antara lain: 

1. Kurang SDM 

2. Fungsi Inspektorat belum 

berjalan dengan baik 

3. Minimnya komunikasi dan 

transportasi sehingga 

mengakibatkan kurangnya 

informasi dari luar terkait 

regulasi 

4. Minimnya sarana dan 

prasarana penunjang 

perkantoran yang tidak 

mendukung proses 

penyusunan laporan  

 

5. Pembahasan 

Hasil wawancara kepada 

informan menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan tingkat pemahaman dari 

pengelola keuangan daerah terkait 

penyusunan laporan keuangan pada 

SKPD masih rendah (belum 

memahami).Hal ini dapat dilihat 

pada jawaban dari 11 informan yang 

semuanya merupakan kepala 

SKPD.Dari jawaban 11 informan 

dapat disimpulkan bahwa hampir 

semua informan belum memahami 

tentang penyusunan laporan 

keuangan pada SKPD. Laporan 

keuangan tersebut juga belum 

digunakan secara efektif dalam 

proses pengelolaan keuangan.  Hal 

ini disebabkan karena tingkat 
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pemahaman aparatur pengelola yang 

masih rendah terkait manfaat 

penggunaan laporan keuangan. Dari 

hasil wawancara, diketahui bahwa 

penyampaian laporan keuangan yang 

selalu terlambat merupakan alasan 

utama laporan keuangan tidak  

digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan keuangan. 

Penelitian ini juga menemukan 

bahwa komponen teori institutional 

isomorphism dapat menjelaskan 

motivasi atau dorongan SKPD dalam 

penyusunan dan penggunaan LKPD 

Kabupaten MBD.Hasil analisis 

menunjukkan bahwa dorongan 

terhadap penyusunan LKPD didasari 

pada mekanisme coercive 

isomorphism sedangkan penyusunan 

laporan keuangan SKPD didorong 

oleh mekanisme coercive 

isomorphisdannormative 

isomorphism.Dorongan/motivasi 

terhadap penggunaan laporan 

keuangan SKPD didasari pada 

mekanisme coercive isomorphism. 

 

6. Kesimpulan, Keterbatasan dan 

Saran 

6.1.Kesimpulan 

Hasil analisis dan pembahasan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Para pengelola keuangan pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

MBD belum memahami 

tentang penyusunan dan 

penggunaan laporan keuangan. 

Hal ini menunjukkan tingkat 

pemahaman para pengelola 

keuangan pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten MBD 

terhadap akuntansi masih 

sangat rendah. 

2. Masalah utama dalam 

penyusunan dan penggunaan 

laporan keuangan pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

MBD adalah masalah SDM. 

3. Laporan keuangan belum 

digunakan dalam proses 

pengolaan keuangan karena 

minimnya pemahaman aparatur 

pengelola keuangan terkait arti 

dan peran laporan keuangan 

dan keterlambatan penyusunan 

dan penyampaian laporan 

keuangan. 

4. Proses penyusunan laporan 

keuangan diasistensi oleh 

BPKP perwakilan provinsi 

Maluku dan dilakukan oleh 

orang-orang tertentu dalam 

SKPD sehingga tak terjadi 

pemerataan pemahaman 

aparatur terhadap penyusunan 

dan penggunaan laporan 

keuangan. 

5. Penyusunan laporan keuangan 

SKPD didorong oleh 

mekanisme coercive 

isomorphismdan  normative 

isomorphismsedangkanpenyusu

nan LKPD didorong oleh 

mekanisme coercive 

isomorphism. 

6. Penggunaan laporan keuangan 

SKPD maupun LKPD didorong 

oleh mekanisme coercive 

isomorphism. 

 

6.2.Rekomendasi 

Berdasarkan dengan kesimpulan 

di atas, peneliti memberikan 

rekomendasi kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten MBD antara lain: 

1. Rekomendasi kepada SKPD 

a. Perlu adanya sistem 

regenerasi pegawai yang 

menangani akuntansi dan 

pelaporan sehingga tidak 

terjadi ketergantungan pada 

staf atau pegawai tertentu. 
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b. SKPD hendaknya 

memberikan ada reward 

dan punishment dalam 

kantor agar menjadi 

motivasi dalam rangka 

meningkatkan kinerja 

pegawai. 

c. Proses penyusunan laporan 

keuangan hendaknya terus 

berkoordinasi dengan 

DPKAD selaku PPKD.  

d. Laporan keuangan 

hendaknya digunakan 

dalam proses pengelolaan 

keuangan (perencanaan 

maupun pengambilan 

keputusan keuangan) 

dengan terus berkoordinasi 

dengan pihak-pihak 

berkompeten. 

2. Rekomendasi kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

MBD 

a. Peningkatan kualitas SDM 

terkait pemahaman tentang 

akuntansi 

b. Pemerintah Daerah 

hendaknya memberikan ada 

reward dan punishment 

kepada SKPD agar menjadi 

motivasi dalam rangka 

meningkatkan kinerja 

SKPD. 

c. Mutasi yang dilakukan 

hendaknya 

mempertimbangkan 

kualifikasi PNS tersebut. 

d. Fungsi Inspektorat harus 

dijalankan dalam proses 

pengelolaan keuangan 

e. Proses pengelolaan 

keuangan (perencanaan 

maupun pengambilan 

keputusan keuangan) harus 

menggunakan laporan 

keuangan agar kualitas 

keputusan yang diambil 

menjadi lebih baik. 

f. Hendaknya menambah 

jumlah pegawai pengelola 

keuangan atau tidak 

membebaninya dengan 

pekerjaan yang lain agar 

PNS (pengelola keuangan) 

tersebut dapat fokus pada 

pekerjaannya saja. 

g. Hendaknya segera 

menindaklanjuti hasil-hasil 

temuan BPK RI 

 

6.3.Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya terbatas 

pada pemahaman pimpinan 

SKPD terhadap proses 

penyusunan dan penggunaan 

laporan keuangan. 

2. Keterbatasan waktu 

penelitian mengakibatkan 

analisis dilakukan hanya pada 

11 kepala SKPD dalam 

lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten MBD. 

3. Tidak semua informan 

memiliki pemahaman yang 

luas dan mendalam tentang 

substansi atau pertanyaan 

wawancara.  

4. Hasil penelitian ini belum 

dapat digeneralisasi kepada 

daerah-daerah lain. Hal ini 

dikarenakan karakteristik 

setiap daerah yang berbeda-

beda. 
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